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MUHAMMAD AWALUDDIN (B111 12 306) dengan judul "PENDEKATAN 
VIKTIMOLOGIS DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT 
HILANGNYA HIDUP ORANG LAIN". Di bawah bimbingan Slamet 
Sampurno sebagai Pembimbing I dan Wiwie Heryani sebagai Pembimbing 
II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran keluarga korban dalam 
penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa 
orang lain dan mengetahui perlindungan hukum dari korban kecelakaan lalu 
lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris menggunakan 
pendekatan penelitian hukum (pendekatan undang-undang) dan pendekatan 
kasus (pendekatan kasus). 
Hasil penelitian ini, yaitu, terkait dengan peran keluarga korban dalam kasus 
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain 
adalah sebagai saksi dan sebagai penerima manfaat dari tersangka. 
Kehadiran keluarga korban sebagai saksi diperlukan untuk mengidentifikasi 
para korban dan membantu polisi dalam merekonstruksi adegan kecelakaan. 
Selain keluarga korban juga disajikan untuk perdamaian tidak besarnya 
sumbangan. Perlindungan hukum dari korban kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah untuk membantu dan 
peduli serta kompensasi dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan 
sesuai dengan ketentuan Pasal 240 UU Lalu Lintas. Tetapi tindakan 
diberikan oleh pelaku akan batal atau tidak dapat dilaksanakan, Pasal 234 












MUHAMMAD AWALUDDIN (B111 12 306) with the title "VIKTIMOLOGIS 
APPROACH IN CASE OF TRAFFIC ACCIDENTS CAUSED LOSS OF LIFE 
TO OTHERS". Under the guidance of Slamet Sampurno as Supervisor I and 
Wiwie Heryani as Supervisor II. 
 
This study aims to determine the role of the victim's family in the settlement of 
traffic accidents that cause loss of life of others and knowing the legal 
protection of the victims of traffic accidents that cause loss of life of others 
This study uses the type of normative-empirical research using the research 
approach of the law (statute approach) and the approach of the case (case 
approach). 
The results of this study, namely, related to the role of the victim's family in 
case of a traffic accident that resulted in the loss of the lives of others is as a 
witness and as beneficiaries of the suspects. The presence of families of 
victims as witnesses needed to identify the victims and assist the police in 
reconstructing the accident scene. Besides the victim's family also presented 
for peace does the magnitude of donations. The legal protection of victims of 
traffic accidents resulting in loss of lives of others is to help and care as well 
as compensation from the party responsible for the accident in accordance 
with the provisions of Article 240 Traffic Act. But action is given by the 
offender will be void or unenforceable, Article 234 paragraph (3) of Law No. 
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senantiasa berdoa agar ayahanda mendapatkan tempat terbaik di sisi-
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A. Latar Belakang Masalah 
Pada zaman globalisasi seperti saat ini kendaraan merupakan 
penunjang utama kehidupan, dikarenakan kendaraan sebagai alat yang 
dapat mempermudah semua kegiatan yang dipisahkan oleh jarak dan waktu, 
jadi hampir setiap warga di indonesia maupun dunia sangat membutuhkan 
ataupun juga memiliki kendaraan, kemudian permasalahan yang menyangkut 
dengan alat transportasi pun mucul, seperti kemacetan, pelanggaran lalu 
lintas, ataupun kecelakan yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi 
ataupun si pengendara. 
Salah satu akar masalah dari permasalahan transportasi ini yaitu 
jumlah kendaraan ataupun penegakan hukum di lalu lintas, saat ini mungkin 
hampir setiap saat kita mendengar kecelakaan lalu lintas yang terjadi di 
transportasi darat lebih khususnya kendaraan beroda 2 (dua), beroda 4 
(empat), dll, Hal itu dikarenakan mulai banyaknya jumlah kendaraan yang 
tidak seimbang dengan lebar ruas jalan, selain itu tidak tertibnya atau tidak 
beraturnya si pengendara bermotor tersebut menjadi salah satu faktornya. 
Lalu lintas merupakan hal yang penting untuk meningkat pergerakan 
masyarakat sehingga negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai 
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dengan perkembangan zaman, agar terjaganya hak-hak masyarakat dalam 
menggunakan jalanan. Jika kita membahas tentang negara maka setiap 
individu yang ada di dalam negara tersebut secara otomatis memberikan 
wewenang kepada negara untuk mengatur hak-hak ataupun membuat 
aturan-aturan terhadap individu itu sendiri dengan timbal balik negara 
memberikan hak-hak kita kembali kepada setiap individu masing-masing, 
itulah suatu kewajiban individu tersebut sebagai pemegang status warga 
negara. 
Kendaraan terus berada di setiap kehidupan di masyarakat begitu pula 
angkutan jalan dengan segala keperluan maupun kepentingan yang 
diperlukan setiap individu masing-masing, pemberian perlindungan kepada 
setiap warga negara di jalanan merupakan kewajiban suatu negara sebagai 
organisasi tertinggi. Undang-undang lalu lintas yang berlaku saat ini adalah 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 
Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), dengan diberlakukannya undang-
undang ini diharapkan setiap pengguna jalan dapat mematuhi peraturan yang 
telah diatur oleh undang-undang tersebut agar terciptanya keamanan, 
keselamatan, kelancaran berlalu lintas, seiring dengan majunya ilmu 




Beberapa contoh kecelakaan lalu lintas yang ada di indonesia : 
1. Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dari musisi terkenal 
Ahmad Dhani: Hari minggu dini hari, mobil yang dikendarai Abdul 
Qodir Jaelani mengalami kecelakaan beruntun dengan menabrak 
beberapa mobil yaitu mobil Granmax dan Avanza di KM 8 tol Jagorawi 
diketahui 5 orang tewas dalam kejadian tersebut dan Abdul Qadir 
Jaelani yang mengendarai mobil lancer mengalami patah tulang, dan 
dari kejadian tersebut polisi mengetahui bahwa pengemudi lancer 
maut tersebut adalah Abdul Qadir Jaelani yang masih berusia 13 ( tiga 
belas) tahun1 
2. Kecelakaan maut yang mengakibatkan dua orang tewas terjadi di 
dalam Tol Jagorawi, KM 3+350, Selasa 1 Januari 2013 sekitar pukul 
05.45 WIB. Kecelakaan melibatkan mobil BMW B 272 HR berwarna 
hitam yang dikemudikan  M Rasyid Amrullah, putra bungsu Menko 
Perekonomian Hatta Rajasa dengan Daihatsu Luxio hitam F 1622 CY. 
Dalam kejadian tersebut diketahui ada 2 korban tewas dan 3 luka 
ringan2 
 
                                                          
1 Anonim, 13 September 2013, Kronologi Kecelakaan Anak Bungsu Ahmad Dhani, diakses dari 
http://news.detik.com/berita/2352793/ini-kronologi-kecelakaan-beruntun-yang-melibatkan-anak-
ahmad-dhani, [ 29 Januari 2016]. 
2 Anonim, Selasa, 1 Januari 2013,Kronologi Kecelakaan Maut BMW Anak Hatta Rajasa , diakses dari 
http://metro.news.viva.co.id/news/read/378785-kronologi-kecelakaan-maut-bmw-anak-hatta-rajasa, 
[ 29 Januari 2016 ]. 
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Dari kejadian yang ada diatas maka dapat dikatakan bahwa pelaku 
telah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada 
akhirnya akan diancam pidana penjara. Dalam perkembangannya si pelaku 
memberikan santunan kepada para korban dan itu wajib. Memang dalam 
kenyataannya dalam kasus seperti ini si pelaku wajib memberikan santunan 
kepadan si korban apalagi jika diketahui bahwa si pelaku adalah orang atau 
anak dari seseorang yang memiliki kedudukan ekonomi yang tinggi atau kuat 
atau pula bisa dikatakan orang kaya. 
Pada kenyataannya instansi yang berwenang seperti kepolisian 
menggunakan cara cara atau praktik praktik yang berada di luar peraturan 
undang-undang dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi walaupun 
hal tersebut tidak tercantum dalam dokumen resmi, ”penyimpangan” tersebut 
pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mengembalikan kerugian yang 
dialami oleh pihak korban, sebisa mungkin mengembalikan suatu keadaan 
seperti sewaktu belum terjadinya peristiwa tersebut. 
Dalam perspektif ini jika kita melihat pengertian korban saja maka 
dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang yang mengalami kerugian / 
penderitaan, mau itu kerugian materi, luka luka maupun yang lainnya seperti 
meninggal dunia, dalam kenyataannya penderitaannya dapat dirasakan 
secara bersamaan mulai dari penderitaan fisik maupun psikis, hampir sama 
dengan korban kejahatan yang hanya kerugian sosial saja yang hampir tidak 
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dialami oleh si korban kecelakaan lalu lintas. Permasalahan yang dialami 
oleh korban bisa juga terjadi di proses persidangan, permasalahan yang 
dimaksud yaitu adalah:3 
1. hakim tidak mengabulkan permintaan soal ganti rugi apabila si yang 
bertanggung jawab atas perkara itu tidak mampu secara finansial 
2. hakim hanya mengabulkan permintaan ganti rugi yang nyata nyatanya 
saja seperti biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan,akan tetapi 
tidak menggamati seperti hilangnnya pendapatan karena tidak masuk 
kerja akibat kecelakaan atau hiangnya pekerjaan karena cacat akibat 
kecelakaan 
3. apabila si yang bertanggung jawab melakukan wanprestasi maka si 
korban mesti menempuh jalur perdata untuk menuntutnya yang pasti 
dibutuhkan waktu yang lama  
4. apabila si yang bertanggung jawab meninggal maka si korban tidak 
dapat meminta ganti rugi terhadap si ahli waris. Kecuali si bertanggung 
jaawab itu adalah korporasi 
5. korban kecelakaan tunggal, seperti kecelakaan akibat jalan yang 
berlubang dan rusak tidak akan memperoleh kerugian  






Dari hal yang dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa proses pengadilan akan menimbulkan suatu permasalahan yang baru 
selain prosesnya itu sendiri, sehingga pemulihan hak-hak dari korban itu 
pasif, tergantung dari apa yang ditetapkan oleh hakim itu sendiri, 
pengembalian hak-hak si korban itu sendiri sangat diperlukan dikarenakan 
akan menentukan masa depan keluarga si korban, oleh sebab itu penulis 
kemudian tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pendekatan 
viktimologis dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya 
nyawa orang lain. 
 
B. Rumusan Masalah 
 Permasalahan merupakan antara apa yang seharusnya dengan apa 
yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, 
antara harapan dengan capaian atau singkatnya antara das sollen dengan 
das sein.4 Oleh karena itu penulis melakukan pembatasan yang jelas dan 
spesifik dari apa yang ingin dituju nantinya, yaitu: 
1. Bagaimana peran keluarga korban dalam penyelesaian perkara 
kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. 
                                                          
4 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 103-104. 
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2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu 
lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. 
C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan 
yang kongkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, 
dibandingkan, dan/atau dikorelasikan dalam penelitian tersebut.5 
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis merumuskan tujuan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran keluarga korban dalam 
penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 
hilangnya nyawa orang lain. 
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum 
terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya 
nyawa orang lain. 
D. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum 
baik dalam bidang hukum pidana maupun Viktimologis 
                                                          
5Ibid., hlm. 109. 
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2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat terhindar dari 
tindak kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa 
seseorang 
3. Untuk menambah wawasan penulisan khususnya pada bagian hukum 
pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi 



















Jika kita membahas tentang kejahatan, tidak hanya berfokus pada 
timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para 
pelaku kejahatan. Ada hal lain yang tidak kalah penting untuk dipahami yaitu 
masalah korban itu sendiri, yang jika dalam keadaan tertentu dapat menjadi 
penyebab munculnya suatu tindakan kejahatan. Saat berbicara tentang 
korban kejahatan, maka hal itu tidak terlepas dari viktimologi.  
1. Pengertian Viktimologi 
Viktimologi, berasal dari bahasa latin victim yang berarti korban dan 
logos  yang berarti ilmu, secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi 
yang mempelajari tentang korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang 
merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial6. Viktimologi 
merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu 
viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang 
merupakan suatu kenyataan sosial7. Viktimologi merupakan istilah bahasa 
                                                          
6 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta : Graha Ilmu 
,2010,hlm 43. 
7 Ibid., hlm 43. 
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inggris Victimology  yang berasal dari bahasa latin yaitu “victima” yang berarti 
korban dan ”logos”  yang berarti studi/ilmu pengetahuan8 
Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada 
awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini 
dikatakan sebagai penal or special victimology. pada fase kedua, viktimologi 
tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban 
kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai general victimology.  Fase ketiga, 
viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan 
korban penyalahgunaan kekuasaaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase 
ini dikatakan sebagai new viktimology9.  
Menurut J.E Sahetapy10, pengertian Viktimologi adalah ilmu atau 
disiplin yang mebahas permasalahan korban dalam segala aspek, 
Sedangkan pendapat Arif Gosita11  mengenai pengertian viktimologi ini 
sangat luas, yang dimaksud korban disini adalah mereka yang menderita 
jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari 
pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh 
apa yang diingingkan secara tidak baik dan sangat melanggar ataupun 
bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, Sebab dan 
kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban 
                                                          
8 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), Jakarta : Akademika 
Pressindo,1993,hlm.228. 
9 Rena Yulia, Op.Cit.,hlm 44-45. 
10 J.E. Sahetapy, Bunga Rampai Viktimisasi, Bandung: Eresco,1995,hlm.158.  
11 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo ,1985,hlm.75-76. 
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perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana alam, korban 
kebijakan pemerintah dan lain-lain. 
Menurut Bambang Poernomo viktimologi adalah suatu studi atau 
pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah korban kriminal sebagai 
suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi 
merupakan bagian dari kriminologi, yang mempunyai obyek studi yang sama, 
yaitu tindak pidana atau pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan 
segala sesuatu yang akibatnya, dapat merupakan viktimogen atau 
kriminogen. Viktimologi juga mempelajari sejauh mana pelaksaan peraturan 
tentang hak-hak korban telah dilaksanakan.12  
Viktimologi memberikan suatu pengertian tentang korban kejahatan 
secara lebih jelas sebagai hasil dari perbuatan orang yang menimbulkan 
penderitaan fisik, mental maupun juga sosial. Tujuan dari viktimologi ini 
adalah untuk memberikan penjelasan tentang peran sesungguhnya para 
korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan 
keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak untuk 
mengetahui bahaya yang dihadapi yang berkaitan dengan pekerjaannya, 
lingkungannya dan lain lainnya, dan juga untuk memberikan penjelasan 
mengenai peranan para korban dalam suatu peristiwa pidana dan 
                                                          
12 Bambang poernomo, Hukum dan Viktimologi, Bandung:  bahan kuliah pada Program Pascasarjana 
Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjajaran,2001/2002,hlm.16. 
12 
 
hubungannya dengan pelaku tindak pidana.13 Hal ini merupakan sesuatu 
yang penting untuk mengupayakan kegiatan-kegiatan dalam rangka 
pencegahan berbagai tindak pidana, kesejahteraan korban baik yang secara 
langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi.14   
Menurut kamus Crime Dictionary15  yang dikutip Bambang Waluyo : 
“Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau 
penderitaan mental,kerugian harta benda atau mengakibatkan 
mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan 
oleh pelaku tindak idana lainnya.” 
 
Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita16  yang 
menyatakan bahwa yang dimaksud korban adalah : 
”Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebgai akibat 
tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri ssendiri atau 
orang lain yang mencaari pemenuhan diri sendiri atau orang 
lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang 
menderita. 
 
Korban juga di definisikan oleh Van Boven17  yang merujuk kepada 
Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan 
Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai orang yang secara individual maupun 
kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, 
penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata 
                                                          
13 Juan Febrianto, Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor 
Roda Dua di Kota Makassar: Universitas Hasanuddin,2013,hlm.9. 
14 Ibid.,hlm.9. 
15 Bambang Waluyo,Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta:Sinar 
Grafika,2011,hlm.9. 
16 Ibid.,hlm 9. 
17 Rena Yulia,Op.Cit.,hlm 50-51. 
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terhadap hak hak dasarnya, baik karena perampasan yang nyata terhadap 
hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (by act) maupun karena kelalaian 
(by omission). 
Viktimologi merupakan suatu kajian ilmiah/studi yang mempelajari 
suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang 
merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan masalah ini membawa akibat 
perlunya suatu pemahaman yaitu18 : 
a) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional 
b) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interaksi 
antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi 
c) Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh 
unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu 
Di indonesia sendiri dalam praktik penegakan hukum perhatian dan 
perlindungan hukum terhadap korban (victim), secara yuridis eksistensinya 
terutama semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. 
Meskipun viktimologi sudah dikenal sejak lama. Adapun pendapat Schafer19 
adalah sebagai berikut : 
                                                          
18 Juan Febrianto, Op.Cit., hlm 8. 




“Perkembangan perhatian terhadap korban atau victim telah 
dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian terhadap korban 
kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu 
cabang ilmu baru yang dikenal dengan viktimologi” 
 
Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Arif Gosita 20 bahwa :  
masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena 
hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan”. Lebih lanjut Romli 
Atmasasmita, memaparkan bahwa :21 
“Dimasa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif 
masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa dunia, telah 
ditetapkan adanya personalreparation atau semacam 
pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seorang yang telah 
melakukan tindak pidana atau offender atau keluarganya 
terhadap korban yang telah dirugikan sebagai tindak pidana 
tersebut” 
 
2. Ruang Lingkup Viktimologi  
Pada dasarnya Viktimologi adalah pelengkap atau penyempurna dari 
teori teori etimologi kriminal yang ada, karena Viktimologi ini menjelaskan 
berbagai masalah terjadinya kejahatan atau korban yang timbul akibat 
kejahatan, dan juga seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, 
hubungan antara si pelaku dengan si korban, rentannya posisi korban dan 
                                                          




peranan korban di dalam sistem peradilan22. Menurut J.E Sahetapy23, ruang 
lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban 
yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan 
masalah kejahatan. Termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam 
selain dari korban kesejahteraan dan penyalahgunaan kekuasaan. Objek 
studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita24 adalah sebagai 
berikut: 
a) Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik. 
b) Teori teori etiologi viktimisasi kriminal. 
c) Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu 
viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, 
pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, 
hakim, pengacara dan sebagainya. 
d) Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal. 
e) Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi 
kegiatan-kegiatan penyelesaiaan suatu viktimisasi atau 
viktimmologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti 
kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. 
f) Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. 
                                                          
22 Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom,Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan 
Realita,Jakarta: Raja Grafindo,2006,hlm.43. 
23 J.E. Sahetapy,Op.Cit.,hlm.25. 
24 Rena Yulia,Op.Cit.,hlm.45-46. 
16 
 
Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi bisa 
dikatakan sama, yang berbeda yaitu titik pengamatannya dalam memahami 
suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut korban dan kalau 
kriminologi dari sudut pelaku. Masing masing merupakan komponen – 
komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu 
viktimisasi kriminal atau kriminalitas.25 Menurut J.E Sahetapy, viktimisasi 
adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan 
dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E Sahetapy berpendapat 
mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi :26 
a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan 
kekuasaaan, perkosaan, hak-hak asasi manusia, campur 
tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, 
intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala 
internasional; 
b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena kolusi antara 
pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak 
bermutu atau orang yang merusak kesehatan, termasuk aspek 
lingkungan hidup; 
                                                          
25 Arief Gosita,Op.Cit.,hlm 39. 
26 Muhadar,Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo,2006,hlm.22. 
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c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap 
anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau 
orang tuanya sendiri; 
d. Viktimalisasi media, dalam hal ini, dalam dapat disebut 
penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang 
dan lain lain; 
e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang 
menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan 
maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang 
undangan, termasuk menerapkan kekuasaaan dan 
stigmastisasi kendati pun diselesaikan aspek peradilannya 
Viktimologi mendorong orang untuk memperhatikan dan melayani 
setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.  
 
3. Manfaat Viktimologi 
Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan 
merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan lmu 
itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam 
pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis 
maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan 
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dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari 
viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak 
manfaat yang diperoleh. 
Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita27 adalah sebagai berikut : 
a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi; 
b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam sebuah penjelasan 
untuk dapat mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan 
manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. 
Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, 
tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai 
kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak 
pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting 
dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap 
berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan 
meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung 
dalam eksistensi suatu viktimisasi 
c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai 
                                                          
27 Rena Yulia,Op.Cit. hlm 37-38. 
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bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan 
pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan 
pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-
struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang lebih 
baik dan agar lebih wapada 
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia 
akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-
akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya 
viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang 
pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan; 
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat 
viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan 
kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. 
Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, 
merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi 
manusia 
Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama 
dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu :28  
                                                          




a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak 
korban dan perlindungan hukum; 
b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban 
dalam suatu tindak pidana; 
c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya 
korban. 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai 
sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha 
mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, 
delikuensi dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara 
dimensional. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak 
asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga 
negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang 
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.29  
Lebih spesifik lagi Dikdik M. Manshur dan Elisatris Gultom memberikan 
gambaran Manfaat bagi pihak penegakan hukum, sebagai berikut30 : 
Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya 
penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar 
belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus 
                                                          
29 Ibid,hlm.15. 
30 Dikdik M. Manshur & Elisatri Gultom,Op.Cit., hlm 39. 
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operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, 
serta aspek-aspek lainnya yang terkait. Bagi kejaksaan, khususnya dalam 
proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat 
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat 
ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam 
praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya 
kejahatan. Bagi kehakiman,dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan 
yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya 
viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam 
persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan 
dan penderitaan korban akibat dari sebuah  kejahatan atau tindak pidana 
sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit 
banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim. 
Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya 
memperbaik berbagai kebijakan / perundang-undangan yang selama ini 
terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban31 
B. Kecelakaan Lalu Lintas Dalam UU LLAJ 
 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan berdasarkan Pasal 1 
Nomor 24 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu 
                                                          
31 Winarni, Op.Cit.,hlm.16. 
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peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan 
kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan 
korban manusia dan/atau kerugian harta benda. 
 Berdasarkan Pasal 1 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kesatuan sistem yang terdiri 
atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan lalu lintas dan Angkutan Jalan, 
prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, 
Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lalu Lintas berdasarkan Pasal 1 
Nomor 2 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak 
Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan berdasarkan 
Pasal 1 Nomor 3 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah 
perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan 
menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 
Kendaraan berdasarkan Pasal 1 Nomor 7 Undang–Undang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas 
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Pengemudi 
berdasarkan Pasal 1 Nomor 23 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan adalah Orang yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Pengguna jalan berdasarkan Pasal 1 
Nomor 27 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang 




1. Penangangan Kecelakaan Lalu Lintas 
Berdasarkan Pasal 227 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu 
Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan 
penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara : 
a. mendatangi tempat kejadian dengan segera; 
b. menolong korban; 
c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; 
d. mengolah tempat kejadian perkara; 
e. mengatur kecelakaan Lalu Lintas; 
f. mengamankan barang bukti; dan; 
g. melakukan penyidikan perkara 
Berdasarkan Pasal 228 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 
cara penanganan kecelakaan Lalu Lintas diatur dengan peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran Lalu Lintas adalah 
pengabaian terhadap tata tertib Lalu Lintas yang dilakukan oleh pengguna 
kendaraan roda dua atau lebih yang dapat menyebabkan kecelakaan Lalu 
Lintas bagi pengguna jalan lainnya, baik kehilangan nyawa maupun luka 
luka. Dalam konteks ini pelanggaran Lalu Lintas adalah suatu perbuatan baik 
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sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi 
aturan aturan Lalu Lintas yang berlaku. Mengenai pelanggaran Lalu Lintas 
sebagaimana yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 bahwa Lalu Lintas dana 
Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, 
angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas 
dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta 
pengelolaannya.   
Setiap kecelakaan yang memakan korban jiwa dipastikan menyedot 
perhatian banyak orang, Banyak media yang memberitakan. Tidak sedikit 
pula orang yang memperbincangkan tragedi jalan raya tersebut. Namun, 
perhatian dan perbincangan tersebut seering tidak bertahan lama, hanya 
dua-tiga hari, paling lama sepekan, setelah itu penanganan kasus 
kecelakaan tersebut senyap, tidak ada yang tau ujung proses hukumnya. 
Menurut AKBP Raydian Kokrosono32 “proses penanganan kasus kecelakaan 
lalu lintas sama dengan prosses penanganan tindak kriminal oleh reskrim. 
Tapi kecelakaan kan bukan tindakan yang disengaja. Jadi, selalu ada 
pendekatan kemanusiaan dalam penanganannya,”  
                                                          





Pendekatan kemanusiaan yang disebut Raydian bukanlah 
penghentian proses penanganan kecelakaan. Namun, hal tersebut 
merupakan bentuk pembicaraan tentang ganti rugi atau biaya perawatan 
korban. Sebab, hal itu memang diatur dalam undang-undang, meskipun ada 
perdamaian dari hasil pembicaraan tersebut, proses hukumnya tidak gugur, 
Raydian33 menambahkan, semua kasus kecelakaan yang ditangani 
jajarannya tetap diproses sesuai prosedur. Sama seperti penanganan kasus 
kriminalitas yang lainnya, satlantas juga melimpahkan berkas kasus 
kecelakaan lalu lintas ke kejakssaan untuk diteruskan ke pengadilan dan 
diputuskan. 
 
2. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas  
Menurut Undang–Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan Tentang Penggolongan dan Penanganan Perkara 
Kecelakaan Lalu Lintas, Pasal 229 : 
1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas : 
a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan; 
b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang; atau 
c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat 




Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan 
dan/atau barang. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakan yang mengakibatkan luka ringan 
dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan Lalu Lintas berat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan korban meninggal atau luka berat.Kecelakaan Lalu Lintas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian 
Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau 
lingkungan. 
3. Pertolongan dan Perawatan Korban Kecelakaan Lalu Lintas 
Berdasarkan Pasal 231 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : 
1. pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, 
wajib : 
a. menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya; 
b. memberikan pertolongan kepada korban 
c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia terdekat; dan 




2. Pengemudi Kendaran Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak 
dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] 
huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia terdekat. 
C.  Teori Pertanggungjawaban Pidana  
Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan yang 
berbeda, pertama pandangan Monistis yang dikemukakan oleh Simon 
dengan merumuskan strafbaar feit sebagai “eene strafbaar gestelde, 
onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een torekening-
vatbaar person” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan 
hukuman. Bertentang dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang 
bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). 
Unsur-unsur strafbaar feit meliputi unsur perbuatan, disebut juga dengan 
unsur objektif, maupun unsur pembuatnya. Maka strafbaar feit dapat juga di 
katakan sebagai syarat-syarat penjatuhan pidana, apabila sudah terjadi 
strafbaar feit maka pelakunya dapat dipidana.34 
A.Z.Abidin, mengatakan bahwa aliran monistis terhadap strafbaar feit 
merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik 
sebagai bagian strafbaar feit. M. van Bemmelen tidak memberikan definisi 
                                                          
34 Yudi Krismen, Pertanggugungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi, Jurnal Ilmu 
Hukum, Vol. 4 No. 1, hlm. 150. 
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teoritis tentang strafbaar feit, namun harus dibedakan antara bestand-delen 
(bagian inti) dan element (unsur) strafbaar feit. Bestanddelen suatu strafbaar 
feit ialah bagian inti yang disebut Undang-Undang Hukum Pidana , yang 
harus di cantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan harus di 
buktikan. Sebaliknya, element ialah syarat-syarat untuk dipidananya 
perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum KUHP serta asas hukum 
umum.35 
D.Hazewinkel-Suringa menggunakan istilah samenstellende 
elementen atau constitutieve bestenddelen unsur-unsur delik yang disebut 
oleh tetapi undang-undang, sedangkan untuk elementen yang tidak disebut 
tetapi tidak diakui dalam ajaran ilmu hukum disebut stilzwijgende element 
atau unsur delik yang diterima secara diam-diam. Penganut pandangan 
Monistis tentang strafbaar feit atau criminal act berpendapat, bahwa unsur 
pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi: 
a. Kemampuan bertanggung jawab; 
b. Kesalahan dalam arti luas, disengaja dan/atau kealpaan;  
c. Tidak ada alasan pemaaf. 
Dalam aliran monistis, apabila tidak terbukti salah satu unsur dari 3 
unsur yang ada, maka strafbaar feit tidak terbukti maka tidak ada strafbaar 
                                                          
35 A. Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983 , hlm. 63. 
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feit. Berbeda dengan pandangan dualistis mengenai delik, unsur pembuat 
yang merupakan pertanggungjawaban pidana pembuat, tidak termasuk unsur 
delik dengan kata lain masih terbukti adanya delik. Sebagai pelaku “doen 
pleger” dan “middeljke dader” sekalipun tidak melakukan perbuatan yang 
terlarang, namun dapat dianggap sebagai pembuat karena perbuatannya 
dapat dikatakan mewujudkan delik. Pasal 55 KUHP menyatakan “als daders 
worden gestraf” (sebagai/laksana pembuat pidana) dan tidak mensyaratkan 
bahwa segala jenis pembuat itu benar-benar pelaku. Orang yang membuat 
sehingga orang lain melakukan (doen pleger) menurut pandangan dualistis 
tentang delik sudah dapat di pidana. 
Herman Kontorowicz, penganut aliran dualistis dalam bukunya 
berjudul “Tut und Schuld” menentang kebenaran berpendirian mengenai 
kesalahan (schuld) yang ketika itu berkuasa, yang dinamakan “objective 
schuld” kesalahan dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (merkmal der 
handlung) maka untuk adanya “strafvoraussetzun-gen” (syarat-syarat 
penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan terlebih dahulu pembuktian 
adanya strafbare handlung (perbuatan pidana), kemudian di buktikan dengan 
schuld atau kesalahan subjektif pembuat pidana.36 
Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur 
kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti 
                                                          
36 Yudi Krismen, Op.Cit., hlm. 151. 
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mengenai jantungnya demikian yang dikatakan Idema. Menurut Sauer ada 
trias, tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:37 
a. Sifat melawan hukum (unrecht); 
b. Kesalahan (schuld) ; dan 
c. Pidana (strafe). 
Selanjutnya Roeslan Saleh dalam pengertian perbuatan pidana tidak 
termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk 
kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan 
perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia 
dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. 
Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai 
kesalahan, maka tentu dia akan di pidana. 
Sudarto, mengatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila 
orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau 
sifat melawan hukum, walaupun perbuatan memenuhi rumusan delik dalam 
undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal 
provision), namun hal tersebut memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. 
Orang yang akan dipidana harus memenuhi syarat kesalahan atau bersalah 
(subjective quilt) dimana orang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan 
                                                          
37 Ibid., hlm. 152. 
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atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatan baru dapat 
dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Berlaku asas “tiada pidana 
tanpa kesalahan” (keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld 
atau nulla poena sine culpa), culpa dalam arti luas meliputi juga 
kesengajaan.38 
Pertanggungjawaban pidana dalam teori hukum dikenal beberapa 
jenis sistem tanggungjawab, antara lain:39 
1. Tanggung jawab mutlak (strict liability); 
2. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan; dan 
3. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian. 
Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu 
melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela 
karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat 
padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan 
karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika 
begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan 
Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban 
orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, 
                                                          
38 Ibid., hlm. 153. 
39 Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, berikut studi kasus, Bandung: PT. 
Citra Aditya Bhakti, 2005, hlm. 22-23. 
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terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang 
dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu 
perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan 
tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga 
orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam 
kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. 
Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme 
yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 















A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar, 
Polrestabes kota Makassar dan Pengadilan Negeri kota Makassar. Data yang 
diperoleh dari Polrestabes kota Makassar mengenai tindak Kecelakaan Lalu 
Lintas dan Pengadilan Negeri kota Makassar. Dalam hal ini perlu suatu 
penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik 
pengumpulan data Studi Pustaka (Library Research). Penelitian ini dilakukan 
dengan telaah pustaka, dengan cara data-data dikumpulkan dengan 
membaca buku-buku, literatur-literatur, ataupun dengan perundang-
undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan penulis 
bahas. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan studi 
kepustakaan adalah : 
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1. Pendekatan Undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-
undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 
ditangani. 
2. Pendekatan Kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan 
dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan 
dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga 
jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, 
pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.40 
1. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum 
(baik normatif maupun yang sosiologis atau kriminologis), karena 
penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.41 Studi dokumen 
bagi penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji setiap dokumen 
hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, 
buku, dan karya tulis ilmiah. 
                                                          
40 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2004, hlm. 67. 
41Ibid., hlm. 68. 
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2. Pengamatan (Observation) ditinjau dari perspektif sejarah merupakan 
alat pengumpul data yang tertua; pada zaman dahulu misalnya para 
filosof melakukan pengamatan terhadap masyarakat guna 
merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat-
masyarakat tertentu. Hingga saat ini pengamatan masih dianggap 
relevan sebagai alat pengumpul data.42Pada penelitian ini penulis 
menggunakan metode pengamatan tidak terlibat (nonparticipant 
observation), dalam menggunakan metode ini pengamat tidak menjadi 
anggota dari kelompok yang diamati. Oleh sebab itu, kehadiran 
pengamat di tengah-tengah kelompok yang diamati jangan sampai 
mempengaruhi kelompok tersebut, sehingga data yang diperoleh 
bukan merupakan keadaan yang sesungguhnya.43 Demi menghindari 
hal tersebut, maka peneliti akan memperhatikan dua hal. Pertama, 
peneliti harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keadaan 
sosial budaya dari kelompok yang diamati; kedua, ketika berada di 
tengah-tengah kelompok tersebut, harus dapat menyesuaikan diri 
dengan kondisi kelompok tersebut (hal ini tidak berlaku bagi pengamat 
terhadap pelanggar hukum). 44 
3. Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap 
muka (face-to-face), ketika seseorang (pewawancara) mengajukan 
                                                          
42Ibid., hlm. 72. 
43Ibid., hlm. 80. 
44Ibid., hlm. 81-82. 
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pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-
jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang 
responden.45 Peneliti akan menggunakan teknik wawancara 
berencana (standardized interview),46 yaitu suatu wawancara yang 
disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. 
Dari sudut pandang bentuk pertanyaannya, maka wawancara yang 
peneliti lakukan digolongkan sebagai wawancara terbuka (open 
interview),47 yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa 
bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” 
atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa 
ia menjawab “ya” atau “tidak”. 
 
 
D. Teknik Analisis Data 
Langkah selanjutnya dalam menganalisis dan menginterpretasikan 
data kualitatif adalah menyajikannya secara deskriptif. Penjelasan secara 
deskriptif adalah menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya. 
Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori atau 
doktrin-doktrin hukum yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 
Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah metode kasus perkara 
                                                          
45Ibid., hlm. 82. 
46Ibid., hlm. 84. 
47Ibid., hlm. 85-86. 
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(The Use of Case Histories), metode ini menyelidiki sejarah dari kasus yang 
diteliti. Rancangan kasus perkara kadang-kadang dapat meliputi hal-hal lebih 
penting yang bersifat mempersamakan gambaran mengenai kelakuan 
sejarah keluarga, sejarah kesehatan, sifat kepribadian, keadaan lingkungan 
keluarga dahulu dan sekarang, keadaan lingkungan sekitarnya, kesempatan 
dalam masyarakat dan kesempatan berekreasi, pengalaman serta kegiatan 














                                                          




BAB  IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang sering sekali 
terjadi disekitar kita. Meskipun telah banyak sistem keamanan pada 
kendaraan yang sengaja dirancang oleh pihak industri kendaraan untuk 
mengurangi tingkat terjadinya kecelakaan, namun kecelakaan tetap saja tidak 
dapat dihindari, banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
kecelakaan Lalu Lintas, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan Lalu 
Lintas bukan hanya dari faktor kendaraan saja, berdasarkan hasil wawancara 
penulis dengan responden AIPTU Sumadi, diketahui faktor-faktor lain yang 
menjadi penyebab kecelakaan Lalu Lintas selain faktor kendaraan yaitu 
faktor pengemudi, dan faktor lingkungan,  AIPTU Sumadi kemudian 
menjelaskan faktor faktor penyebab kecelakaan Lalu Lintas : 
1. Faktor pengemudi  
a. Kurang antisipasi 
Pengemudi tidak mampu memprediksi bahaya yang kemungkinan 
bakal terjadi. Menurut Defensive Driving Consulting/DDC 
menyebutkan bahwa konsep mengemudi  adalah pandangan 
aman, lingkaran/ruang aman dan tergantung dengan sikap atau 
prilaku. Dengan memiliki pandangan aman, maka pengemudi 
dapat mengenali objek sedini mungkin sehingga lebih waspada 
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dan memiliki waktu untuk mengambil keputusan. Melalui 
pandangan aman, pengemudi dapat menciptakan lingkaran 
amannya sendiri. Ini disebabkan karena mengemudi kendaraan 
bermotor adalah aktivitas dinamis dimana situasinya selalu 
berubah. Oleh karena itu pengemudi dituntut harus selalu menjaga 
pandangan dan memelihara ruang aman untuk setiap 
pergerakannya. Semua konsep ini sangat tergantung pada panca 
indera mata sehingga jelas bahwa mata berfungsi sebagai sensor 
dan sangat penting peranannya.  
b. Lengah  
Merokok, menelpon, bicara atau bergurau dengan penumpang, 
tidak konsentrasi. 
c. Mengantuk 
Kurang tidur, mengemudi kendaraan lebih dari lima jam. 
d. Mabuk 
Pengaruh dari alkohol, obat dan narkotika.  
e. Jarak Rapat 
Mengambil jarak terlalu rapat dengan kendaraan didepannya. 
 
2. Faktor kendaraan  




b. Selip : tipe kendaraan (sedan, pick up, truk), ban. 
c. Rem blong : rem tidak berfungsi. 
d. Kerusakan mesin. 
 
3. Faktor lingkungan  
a. Penyebrang: orang atau hewan yang menyebrang. 
b. Kendaraan berhenti: berhenti bukan ditempatnya.  
c. Cuaca  
 
Sedangkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa 
kecelakaan lalu-lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, 
ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.  
Data Direktorat Lalu-lintas POLRESTABES MAKASSAR  tahun 2015 
menyebutkan bahwa lebih dari 90% faktor utama penyebab kecelakaan lalu-
lintas di jalan adalah manusia, yang sangat berkaitan dengan perilaku 
manusia dalam tertib dan disiplin berlalu-lintas di jalan.  
 
Berikut adalah data kecelakaan lalu lintas POLRESTABES 





TABEL KECELAKAAN LALLU LINTAS DI KOTA MAKASSAR 
 
 
Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort 
Kota Besar Makassar 




No Bulan Jumlah 
laka 
Korban Rugi Materiil 
MD LB LR 
1 Januari 41 7 11 45 Rp. 78.850.000 
2 Februari 49 11 10 37 Rp. 126.800.000 
3 Maret 68 9 4 80 Rp. 153.950.000 
4 April 66 12 3 74 Rp. 205.470.000 
5 Mei 67 6 3 71 Rp. 118.9100.000 
6 Juni 66 12 3 76 Rp. 117.820.000 
7 Juli 75 12 9 91 Rp. 218.150.000 
8 Agustus 90 7 2 120 Rp. 191.000.000 
9 September 67 10 2 89 Rp. 82.590.000 
10 Oktober 76 9 2 81 Rp. 182.450.000 
11 November 75 11 7 78 Rp. 224.950.000 
12 Desember 70 10 1 76 Rp. 190.150.000 




No Bulan Jumlah 
laka 
Korban Rugi Materiil 
MD LB LR 
1 Januari 63 9 2 66 Rp. 165.635.000 
2 Februari 47 3 - 66 Rp. 114.750.000 
3 Maret 82 9 - 111 Rp. 137.550.000 
















A. Peran Keluarga Korban Dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas 
Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.  
 Sebelum suatu perkara di limpahkan kedalam proses persidangan 
tentunya perkara tersebut harus melalui suatu proses pemeriksaan di 
kepolisian, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, 
penahanan. Dalam suatu proses pemeriksaan di kepolisian pun pasti ada 
terdapat faktor faktor pendukung di dalam proses tersebut, demi terciptanya 
kelancaran dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana, perkara Lalu 
Lintas lebih khususnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
responden AIPTU Sumadi menyatakan faktor faktor pendukung dalam proses 
pemeriksaan di kepolisian yaitu :  
1. Saksi yang dapat dihadirkan  
Peran saksi dalam suatu proses pemeriksaan sangatlah penting 
dikarenakan keterangan saksi diperlukan untuk mengetahui seperti 
apa kronologi suatu perkara tindak pidana dan juga sebagai 
sumber yang membuktikan apakah betul tidaknya terjadi sebuah 
tindak perkara pidana tersebut, dalam hal khususnya tindak pidana 
kecelakaan lalu lintas AIPTU Sumadi menyatakan saksi yang akan 
dihadirkan yaitu : 
a. Pengemudi kendaraan bermotor (pelaku) 
Pengemudi kendaraan disini atau bisa disebut dengan pelaku 
akan dipanggil dari pihak penyidik untuk memberikan 
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keterangan dengan cara pemanggilan melalui panggilan 
menggunakan handphone maupun surat panggilan untuk 
dihadiri yang harus dipenuhi.  
b. Pihak korban (ahli waris) 
Dalam perihal kasus kecelakaan lalu intas yang mnyebabkan 
hilangnya nyawa orang lain yang akan dipanggil menjadi saksi 
untuk mewakili pihak korban adalah ahli waris, ahli waris akan 
dipanggil dari pihak penyidik entah di waktu yang bersamaan 
ataupun di lain waktu dan akan dimintai keterangan sama 
dengan yang diminta penyidik dari pihak pelaku. 
2. Adanya barang bukti 
3. Tempat kejadian perkara yang jelas 
4. Adanya pelaku  
5. Hasil visum atau korban yang nyata 
Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses 
persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan 
ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana 
sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Oleh karena pembuktian 
merupakan bagian dari proses peradilan pidana, maka tata cara pembuktian 
tersebut terikat pada Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam Pasal 183 Undang-Undang nomor 8 
tahun 1981 menetapkan bahwa :  
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“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya”. 
 
Selanjutnya berkaitan dengan faktor faktor pendukung di dalam proses 
pemeriksaan responden AIPTU Sumadi menyatakan : 
“jika saksi, hasil visum, pelaku, semua dapat dihadirkan dan dapat 
memberikan keterangan sesuai dengan adanya maka bisa 
dikatakan proses pemeriksan di kepolisian akan berjalan lancar” 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa terkait kasus 
kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, pihak 
keluarga atau ahli waris merupakan saksi yang sangat membantu untuk 
diprosesnya kasus tersebut. Keterangan dari pihak keluarga dapat membantu 
pihak kepolisian dalam menyusun alur kejadian kasus dan melaksanakan 
gelar perkara. Selain itu pihak keluarga dari korban kasus kecelakaan lalu 
lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain juga dihadirkan untuk 
membantu pihak tersangka dalam melakukan perdamaian. Perdamaian 
dalam hal ini bukan berarti melepas segala tuntutan hukum yang diajukan 
terhadap tersangka, namun perdamaian yang dimaksud ialah pihak 
tersangka akan melakukan negosiasi terkait sejumlah dana yang harus dia 
berikan kepada pihak keluarga korban. Dana tersebut merupakan santunan 
bagi keluarga yang ditinggalkan oleh korban dan sebagai wujud dari itikad 
baik tersangka dalam mempertanggungjawabkan kejadiannya. 
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Adapun kasus yang perlu penulis bahas yaitu perkara Nomor: 
1656/PID.B/2014/PN.Mks. dalam perkara aquo yang menjadi terdakwa ialah 
Kristoforius Tonapa Masiku adapun yang menjadi korban ialah Fataruddin, 
peristiwa terjadi berawal ketika terdakwa keluar dari rumah kost temannya 
yakni saksi Melania Stella Divina Mandaru di JL. Tanjung Alang No. 96 kota 
Makassar, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor Suzuki Shogun 
nomor Polisi DP 3169 CB dengan cara mengendarainya mundur karena 
posisi motor tersebut menghadap kedalam rumah kost, setelah keluar dari 
pintu pagar terdakwa lalu memutar motor tersebut namun di belakang 
terdakwa ada sebuah mobil angkutan kota (pete-pete) yang berhenti 
menunggu penumpang, setelah memutar motor tersebut terdakwa langsung 
menyebrang atau memotong jalan dengan cara menyerong di depan 
angkutan kota tersebut tanpa memperhatikan situasi arus lalu lintas dari arah 
belakang angkutan kota tersebut, sehingga terdakwa tidak memperhatikan 
dari arah belakang angkutan kota tersebut melaju Yamaha Vixion nomor 
polisi DD 3929 XE  yang dikendarai oleh korban Fataruddin yang main 
kemudian terjadi tabrakan antara terdakwa dan korban. Bahwa akibat 
tabrakan tersebut korban kemudian jatuh dari motor yang dikendarainya dan 
mengalami patah dasar tulang tengkorak disertai pendarahan otak ( fraktur 
basis crania/ trauma capitis berat) akibat benturan benda tumpul yang kuat 
dan keras pada daerah kepala sesuai dengan hasil Visum et Repertum 
Rumah Sakit Bhayangkara Makassar No:VeR/ 005-Mt/VI/2014/Rumkit 
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tanggal 17 Juni 2014. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 korban Fataruddin 
kemudian meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dai 
Pemerintah Kabupaten Wajo Desa Palie Kecamatan Penrang No: 
06/SKK/TP/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014. Terkait dengan perbuatan tersebut 
terdakwa dikenakan Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan 
dalam putusannya bahwa teradakwa dapat dikatakan bersalah melakukan 
tindak pidana seperti apa yang dicantumkan dalam Surat Dakwaan apabila 
semua unsur – unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi oleh perbuatan 
terdakwa bahwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal, maka majelis 
hakim akan langsung membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut 
untuk dibuktikan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta dipersidanagn 
dengan perbuatan terdakwa bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, 
terdakwa didakwa melakukan tindak Pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) 
UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur 
unsurnya adalah sebagai berikut : 
1. Unsur setiap orang ; 
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas; 





1. Unsur setiap orang : 
Unsur Setiap Orang dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai 
subyek hukum yang atas segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan 
menurut hukum bahwa sebagaimana pengakuan terdakwa Kristoforus 
Tonapa Masiku yang identitasnya adalah diri terdakwa dan jelas dicantumkan 
oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, dan telah dibenarkan 
oleh terdakwa dan para saksi bahwa sepanjang pesidangan perkara ini 
berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaaan,sikap dan 
tingkah laku terdakwa. Demikian juga terdakwa telah dewasa, tidak dalam 
keadaan sakit baik jasmani maupun rohani, hal ini terlihat dari sikap terdakwa 
dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik 
pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan 
terdakwa dapat menggunakan hak-haknya dipersidangan dengan baik oleh 
karena itu terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan 









2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan kecelakaan lalu – lintas ; 
Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana 
dikemukakan olehh saksi-saksi Melania Stella Divina Mandaru, Abd. Kadir 
Malik dan Harianti binti Usman serta visum et repertum diatas maka diperoleh 
fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 07.00 wita, 
Makassar dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. DP 
3169 EB dengan cara memundurkan sepeda motor lalu memutar motor mau 
menyeberang atau memotog jalan dengan cara langsung menyerong di 
depean angkutan kota (pete-pete) yang berhenti menunggu penumpung, 
tanpa memperhatikan situasi lalu-lintas dari arah belakang angkutan kota 
tersebut yang terhalang dari pandangan mata terdakwa, sehingga terdakwa 
tidak memperhatikan ada Yamaha Vixion No. Pol. DD 3929 XE yang 
dikendarai oelh korban Fataruddin melaju dari arah belakang angkutan kota 
tersebut, kemudian terjadilah tabrakan antara terdakwa dan korban dan 
mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas bahwa dengan demikian unsur ini telah 








3. Unsur Mengakibatkan Korban Meninggal dunia ; 
Akibat dari tabrakan yang dialami oleh korban maka korban kemudian 
jatuh dari motor yang dikendarainya dan terkapar di jalan dengan posisi 
terlentang dalam kondisi tidak sadar dengan mengalami cedera/ luka pada 
kedua kaki lecet, kepala belakang bengkak, keluar darah dari telinga kanan, 
mulut dan hidung, luka robek di punggung di mana sesuai kesimpulan visum 
et repertum RS.Bhayangkara Makassar, yaitu patah dasar tulang tengkorak 
disertai pendarahan otak akibat benturan benda tumpul yang kuat dan keras 
dan akibatnya korban meninggal dunia pada hari jumat 13 Juni 2014 jam 
13.40 WITA sesuai Surat Keterangan Kematian dari pemerintah Kabupaten 
Wjo Desa Tandang Palie,Kecamatan Pinrang No.06/SKK/TP/VI/2014 tanggal 
14 Juni 2014; bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh 
perbuatan terdakwa bahwa dengan pertimbangann – pertimbangan tersebut 
di atas, maka semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut 
Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa oleh karena itu terdakwa 
harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersalah 
melakukan tindak pidana ; “KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN 
KECELAKAAN LALU – LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA”   
Disebabkan terdakwa sehat akal pikirannya, tindak pidana yang 
dilakukan terdakwa bukanlah alasan pemaaf maupun pembenar, maka 
menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa harus dipertanggungjwabkan 
menurut hukum. Pada persidangan tersebut juga telah dihadirkan istri korban 
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sebagai saksi. Istri korban dalam perkara ini juga mengakui telah menerima 
santunan dari terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Hal ini 
juga telah menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap terdakwa. Hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan oleh Majelis 
Hakim selama 6 tahun akhirnya dijatuhkan hanya selama 4 bulan. Hal ini 
disebabkan selain karena terdakwa telah beritikad baik dengan memberikan 
santunan kepada keluarga korban, selama persidangan terdakwa juga tidak 
melakukan hal-hal yang dapat memberatkannya, Majelis Hakim berpendapat 
bahwa satu-satunya yang memberatkan terdakwa ialah adanya korban yang 
meninggal dunia. 
Setelah penulis melakukan wawancara dengan responden Kristijan P 
Djati, responden menjabat selaku Hakim di Pengadilan Negeri Makassar 
mengakatan hal yang menjadi faktor penghambat di dalam proses 
persidangan di dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 
hilangnya nyawa sesorang adalah : 
1. Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit terkait kasus 
kecelakaan lalu lintas yang dia alami. 
Terdakwa jika memberikan keterangan dengan cara berbelit belit atau 
membingungkan hakim maka secara otomatis pun hakim akan merasa 
bingung akan kejelasan perkara itu dan juga hakim akan menemui 
kesulitan untuk menentukan pihak yang menang dan kalah di dalam 
suatu proses persidangan. 
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2. Pihak terdakwa merasa tidak melakukan suatu tindak pidana yang di 
dakwakan. 
Jika terdakwa tidak merasa bersalah akan perbuatan yang 
dilakukannya maka tentunya akan menghambat hakim untuk 
menjatuhkan putusan dari suatu tindak perkara 
 
3. Jika menerima keterangan yang dikemukakan oleh terdakwa atau  
korban tidak mengakui apa yang telah diupayakan oleh terdakwa. 
Jika dari pihak korban tidak menerima keterangan dari pihak terdakwa 
maka akan membuat terlambatnya waktu akan diberikan putusan 
perkara dan terlebih lagi jika perkara ini selain diselesaikan dengan 
proses asas kekeluargaan di luar proses persidangan akan 
menjadikan faktor penghambat pula apabila pihak korban tidak 
menerima upaya yang telah dilakukan oleh pihak terdakwa  
 
 
B. Perlindungan Hukum Korban Kecelakaan Lalu Lintas 
 
Perlindungan hukum adalah pemberian hak-hak terhadap subjek 
hukum yang  didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Perlindungan 
hukum menjadi lebih penting artinya ketika seseorang dan/atau badan hukum 
mengalami suatu permasalahan. Pembicaraan berikut adalah tentang 
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perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu-lintas.  Pembicaraan 
ini menjadi penting mengingat peristiwa kecelakaan lalu-lintas begitu sering 
terjadi dibarengi dengan korban yang ditimbulkan dari luka ringan hingga 
kematian.  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang penting 
dalam meningkatkan mobilitas sosial dan sangat dekat dengan masyarakat. 
Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan 
bermacam-macam kepentingan. Berbagai kondisi zaman dibarengi dengan  
berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
perubahan pola tingkah laku masyarakat telah dilewati oleh Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan di Indonesia dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada 
era refomasi pada saat ini. Begitupun dengan Undang-undang yang 
mengaturnya, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di atur dalam 
Werverkeersordonnantie” (Staatsblad 1933 Nomor 86) yang kemudian 
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang 
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan 
Wegverkeersordonnantie, (Staatsblad 1933 Nomor 86), lalu diganti dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Raya. Undang-Undang No 3 Tahun 1965 ini bahwa ini adalah Undang-
Undang pertama yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di 
Indonesia setelah Indonesia Merdeka. Undang-undang tersebut kemudian 
diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas 
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dan Angkutan Jalan yang juga kemudian diganti oleh Undang-undang Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
Di setiap suatu tindak pidana sudah pasti ada salah satu pihak yang 
dirugikan yaitu adalah  pihak korban, oleh karena itu pula pihak korban perlu 
mendapatkan perlindungan hukum, terlebih di dalam suatu tindak pidana 
kecelakaan lalu lintas apalagi jika si korban mengalami cacat permanen 
bahkan pula meninggal dunia ditambah posisi si korban merupakan kepala 
keluarga atau pencari nafkah dikeluarganya, dapat dipertanyakan bagaimana 
status kehidupan keluarga korban yang ditinggalkan setelah si kepala 
keluarga yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas,  oleh 
karena itu untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap korban ataupun 
keluarga korban, penulis melakukan penelitian di bagian Kecelakaan Lalu 
Lintas POLRESTABES Makassar dan mewawancarai AIPTU Sumadi terkait 
perlindungan hukum Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan 
Hilangnya Nyawa Orang Lain, beliau mengemukakan bahwa Terdapat 
ketentuan normative dalam rangka penanganan terhadap korban kecelakaan 
lalu lintas. Hal ini di atur dalam beberapa pasal peraturan perundang-
undangan antara lain di dalam Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang 




Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan mengatur hak-hak yang di dapatkan oleh korban kecelakaan lalu lintas, 
yaitu : 
1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas 
terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah  
2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya 
kecelakaan lau lintas  
3. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi  
 
 Pada Pasal 241 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan Setiap korban kecelakaan Lalu 
Lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan 
perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Di dalam Undang Undang nomor 22 tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 235 Ayat 1 menetapkan Jika 
korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau 
perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris 
korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak 
menggugurkan tuntutan perkara pidana. Sedangkan di Pasal 234 Ayat (1) 
Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
jalan menetapkan Pengemudi pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau 
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Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita 
oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena 
kelelaian pengemudi. 
 
Berdasarkan ketentuan pasal diatas perlindungan hukum si korban 
jelas akan diberikat bantuan atau tindakan ganti rugi. Akan tetapi tindakan 
yang diberikan oleh pelaku tersebut akan gugur atau tidak berlaku. Pasal 234 
Ayat (3) Undang -undang Nomor 22 tahun 2009 menetapkan : 
a) Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar 
kemampuan pengemudi; 
b) Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; 
dan/atau 
c) Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah 
diambil tindakan pencegahan. 
Polisi Lalu Lintas sebagai penyidik dalam kasus perkara kecelakaan 
Lalu lintas harus melihat sebab-sebab terjadinya perkara  kecelakaan Lalu 
Lintas. Hal itu dikarenakan agar kepolisian bisa menentukan dapat tidaknya 
perkara tersebut diselesaikan diluar pengadilan atau harus melalui 
pengadilan. Polisi yang  menentukan kriteria tersebut harus memiliki 
kemampuan dasar  khusus dibidang lalulintas karena polisi tersebut dalam 
menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan cara yang 
baik dan juga adil.  
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Kepolisian akan melakukan suatu upaya positif dalam menyelesaikan 
kasus kecelakaan Lalu Lintas melalui jalur di luar pengadilan dengan catatan 
apabila perkara yang terjadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Di dalam 
proses upaya positif ini kepolisian berperan selaku mediator. Polisi yang  
berperan selaku mediator pada tahap ini akan memberikan formulir 
pernyataaan kepada pihak korban untuk tidak melakukan upaya penuntutan 
dan sebagainya jika kesepakatan yang telah disepakati telah terpenuhi. 
Adapun kesepakatan kesepakatannya antara lain mengenai uang ganti rugi, 
uang biaya perawatan dan juga sebagainya.  
Surat pernyataan tersebut diiisi oleh kedua belah pihak dan akan 
disaksikan oleh polisi yang bertindak sebagai mediator dan juga sebagai 
pihak ketiga dalam hal ini, dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari surat 
pernyataan tersebut kepolisian dapat mengeluarkan SPPP (surat perintah 
penghentian penyidikan). Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian yang telah 
dijelaskan di atas, AIPTU Sumadi mengatakan apabila hanya menimbulkan 
luka ringan ataupun kerugian yang kecil. Lebih lanjut AIPTU Sumadi 
mengatakan jika kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan suatu 
kerugian yang besar seperti nyawa, maka upaya positif yang dilakukan oleh 
kepolisian seperti yang telah dikemukakan diatas tidak dapat dilakukan oleh 
kepolisian.  
Adapun pemberian uang ganti rugi kerugian yang diberikan oleh pihak 
terdakwa kepada pihak keluarga korban yang ditinggalkan seperti biaya 
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santunan kepada keluarga yang ditinggalkan, biaya rumah sakit dan biaya 
penguburan, dilakukan dengan dasar asas kekeluargaan antara pihak 
terdakwa dengan pihak korban atau keluarga korban. Di dalam hal ini pihak 
korban dapat meminta ganti rugi biaya atau santunan kepada pihak terdakwa  
apabila di dapat permintaan tersebut ditemui kata sepakat antara pihak 
korban dan terdakwa, kesepakatannya tidak menghilangkan tindakan pidana 
sehingga proses peradilan dari tindakan tersebut akan terus berjalan dan 
kepolisian dalam hal ini tidak menomor satukan hal pemenuhan biaya 
santunan dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengatur tentang 
pelaksanaan pemberian biaya santunan terhadap keluarga korban dan hal itu 
didukung jika pihak pelaku tidak dapat memenuhi biaya santunan 
dikarenakan pelaku tidak mampu secara ekonomi sehingga  kepolisian lebih 
menomor satukan kepastian hukum suatu perkara Lalu Lintas ini, sesuai 
yang telah ditetapkan pada Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 
2009 menetapkan : 
1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
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2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah). 
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia,dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) 
Selaras yang dikatakan AIPTU Sumadi, responden Kristijan P Djati 
mengatakan upaya positif yang dilakukan oleh pihak terdakwa diadasarkan 
dengan asas kekeluargaan antara pihak terdakwa dengan pihak korban. di 
dalam hal ini pihak pelaku memiliki itikad baik untuk memulihkan kondisi 
hubungan keluarga korban dengan terdakwa yang akan terganggu akibat dari 
tindak pidan yang dilakukan oleh terdakwa, cara yang dihimbau oleh Majelis 
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Hakim dalam upaya ini adalah dari pihak terdakwa akan melakukan 
permintaan maaf kepada keluarga korban dengan alasan pihak terdakwa 
mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya, dan sebagai bentuk 
permintaan maaf dari pihak terdakwa terhadap keluarga korban akan 
memberikan bantuan dan bantuan tersebut berbentuk uang dengan tujuan 
uang itu merupakan biaya santunan kepada korban yang ditinggalkan 
maupun biaya jaminan terhadap keluarga korban, biaya perawatan di rumah 
sakit, biaya pekuburan korban, akan tetapi bentuk bantuan tersebut tidak 
selalu bentuknya berupa barang, bisa juga bantuannya ini bentuknya berupa 
tenaga, responden memberi contoh jika dari pihak keluarga korban ingin 
mengantarkan sekolah anak yang ditinggalkan oleh korban sehari hari 
berhubung yang selalu mengantar si anak adalah korban yang telah 
meninggal maka jika dari pihak keluarga korban yang ditinggalkan meminta 
bahwa dari pihak terdakwa untuk mengantar anak itu pergi ke sekolahnya 
maka pihak terdakwa wajib memnuhi permintaan tersebut sebagai bantuan 
tenaga kepada pihak keluarga korban yang ditinggalkan.   
Untuk membuktikan bahwa bantuan tersebut telah dipenuhi oleh pihak 
terdakwa yaitu dengan dibuktikan di persidangan dengan adanya surat 
pernyataan ataupun pernyataan lisan secara kekeluargaan antara pihak 
terdakwa dan pihak korban, akibat dari upaya bantuan yang diberikan kepada 
pihak korban maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal itu untuk 
memberikan putusan yang akan meringankan pihak terdakwa bahkan dari 
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pihak korban akan meminta langsung kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa 
dipidana seringan ringannya, dari hal yang dikemukakan diatas responden 
mempertegas bahwa peran Majelis Hakim di dalam upaya bantuan ini hanya 
sebatas menghimbau saja, karena pihak Majelis Hakim tidak mempunyai 
wewenang lebih dalam untuk turut ikut campur dalam upaya bantuan ini 
secara asas kekeluargaan, karena seperti yang telah dikemukakan diatas 
bahwa upaya ini juga bisa dilakukan pada proses peradilan asalkan dengan 
batas waktu sebelum Penuntut Umum menjatuhkan tuntutannya terhadap 
terdakwa, upaya bantuan ini lebih di titik beratkan kepada pihak terdakwa, 
karena pihak terdakwa jika ingin menunjukkan itikad baiknya dengan cara 
pihak terdakwa atau keluarga terdakwa harus lebih dominan untuk 
memediasi upaya ini. 
Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas pihak korban 
mendapatkan perlindungan hukum dari undang-undang maupun dari 
kepolisian dalam penyelesaian perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang 
menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. Sebagaimana tampak dalam 
rumusan Pasal 240 (pertolongan dan perawatan serta ganti rugi dari pihak 
yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan), dan Pasal 241 
(pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit 
terdekat). Terdakwa di dalam perkara ini pun wajib memenuhi segala 
kewajibannya di dalam perkara ini sebagai yang bertanggung jawab sesuai 
yang telah ditentukan apabila terbukti menjadi faktor penyebab kecelakaan 
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dan terbukti di persidangan. Akan tetapi jika di dalam kasus perkara ini pihak 
korban menjadi faktor utama penyebab Kecelakaan Lalu Lintas maka pihak 
kepolisian akan menerbitkan Surat Perintan Pemberhentian Penyidikan ( 
SPPP), dikarenakan kepolisian tidak dapat memproses suatu tindakan 
pidana seseorang jika si pelaku bukan menjadi faktor utama penyebab 
terjadinya suatu tindak pidana, jadi dapat disimpulkan perkara yang terjadi 
akan diberhentikan penyidikannya dalam kasus Kecelakaan Lalu Lintas oleh 
kepolisian apabila pihak korban merupakan faktor utama penyebab suatu 














KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Peran keluarga korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ialah sebagai saksi dan 
sebagai penerima santunan dari pihak tersangka. Kehadiran keluarga 
korban sebagai saksi dibutuhkan untuk mengidentifikasi korban dan 
membantu pihak kepolisian dalam merekonstruksi kejadian 
kecelakaan tersebut. Selain itu keluarga korban juga dihadirkan untuk 
dilakukannya perdamaian mengenai besaran jumlah pemberian 
santunan. 
2. Perlindungan hukum korban kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ialah dengan  pertolongan 
dan perawatan serta ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab 
atas terjadinya kecelakaan sesuai dengan ketentuan Pasal 240 UU 
Lalu Lintas. Akan tetapi tindakan yang diberikan oleh pelaku tersebut 
akan gugur atau tidak berlaku, pasal 234 ayat (3) Undang Undang 






1. Menggiatkan tertib lalu lintas supaya mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas 
Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang. 
2. Memberikan santunan kepada keluarga korban selain biaya pemakaman 
dan biaya rumah sakit, santunan yang diberikan tidak harus berupa uang, 
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